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BAB II TINJAUANPUSTAKA
A. PerlindunganAnakKorbanKekerasanSeksualDalamHukum Positif

1. Hak-HakAnakDalamHukum Positif

Seorang anak akan tetaplah menjadi anak – anak dimana mereka sangatlah membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orangdewasa yang berada disekitarnya. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)dalam sidang umum pada 20 November 1959 telah mengesahkandeklarasi mengenai anak – anak.Dalam deklarasi tersebut berintikanbahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak anak.Menurut Refika Aditama, terdapat 10 (sepuluh) asas mengenai hak-hak anak dalamdeklarasi tersebut, yaitu:8
a. Anak memiliki hak menikmati semua hak – haknya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam deklarasi ini. Tanpa terkecuali setiap anak harus dijamin hak – haknya tanpa membeda – bedakan baik yang ada pada dirinya atau pada keluarganya.
b. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dan harus mendapatkan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya, agar dapat menjadikannya mampu dalam mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, spiritual, moral dan kemasyarakatan dalam keadaan yang sehat sesuai dengan kebebasan.
c. Harkatnya,kepentinganterbaikatasdirianak,penuangantujuankedalamhukum merupakan pertimbangan utama.
8Aditama,Refika.(2008).Hak-HakAnak dalamPerspektifHukumdanKemanusiaan.Jakarta: Penerbit Kencana. Halaman 45-47.

d. Sejakdilahirkannyaanakberhakatas namadan kebangsaan.
e. Anakmemilikihakdanharusdijaminsecarakemasyarakatanuntuktumbuhdan berkembang secara sehat.
f. Anakyangmemilikicacatbaikfisik,mentalataupunlemahkedudukansosialnya yang diakibatkan dari keadaan tertentu maka harus mendapatkan pendidilkan, perawatan dan perlakuan khusus.
g. Anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, sebisa mungkin anak harus dibebaskan dibawah asuhan dantanggungjawab orang tuanyasendiri dan harus diusahakan agar anak tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani maupun rohani.
h. AnakberhakmendapatkanPendidikanwajibsecaraCuma–Cumasekurang–

kurangnyaditingkatSekolahDasar.

i. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
j. Anakharusdilindungidarisegalabentukkealpaan,kekerasan penghisapan.

Perlindungan hak – hak anak di Indonesia sebagai mana yang dijelaskan dalam deklarasi PBB dituangkan kedalam Undang-UndangNo. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1menjelaskan bahwa:
“kesejahteraan anak adalahsuatutatakehidupandanpenghidupananakyangdapat menjamin pertumbuhan danperkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupunsosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosialyang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anakterutama
terpenuhinyakebutuhanpokokanak.”

 (
33
)
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi HakAnak (KHA), melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut KonvensiHak Asasi yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin,asal-usulketurunan,agamamaupunBahasa,mempunyaihak–hakyang mencangkup 4 (empat)bidang yakni:9
a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
b. Hak untuk berkembang, mencangkup hak atas Pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak caca atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
c. Hak perlindungan, mencangkup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang – wenang dalam proses peradilan pidana.
d. Hakpartisipasi,meliputikebebasanuntukmenyatakanpendapat,berkumpuldan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.
Hak – hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menajdi Undang-UndangNomor35Tahun2014 tentang perlindungan anak. Hak-hakanak terdapat dalam pasal 4-18, yang menyatakan bahwa:



9HuraerahAbu.(2012).Hak-HakAnak dalamHukumInternasionaldan HukumNasional. Bandung: Alfabeta. Halaman 25-26.

a. Pada setiap diri anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia secara wajar serta dilindungi dari diskriminasi dan juga kekerasan.
b. Setiap anak berhak atas namanya sebagai identitats diri dan juga sebagai tatus kewarganegaraan.
c. Tiap anakberhakdalamberibadah menurutagamanya, berpikirdanberekspresi sesuai dengan usia dan juga kecerdasannya dalam bimbingan orang tua.
d. Setiap anak memiliki hak mengetahui orang tuanya dan juga dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
e. Setiapanakmemilikihakmendapatkanjaminansosialdanpelayanankesehatan sesuai pada kebutuhan fisk, sosial, mental dan spiritual.
f. Tiap anak memiliki hak mndapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pngembangan dirinya dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat bakatnya seorang anak.
g. Dikhususkan bagi anak yang menyandang cacat, juga memiliki hak mendapatkan pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
h. Tiap anak memiliki hak menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima, memberikan informasi sesuaidengan usiadan kecerdasannyadalam pengembangan dirinya juga sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
i. Tiap anak memiliki hak untuk beristirahan dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sesama anak sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan diri.

j. Tiap	anak	yang	menyandang	cacatmemilikihak	dalammemperoleh rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.
2. Hak –hakdankewajibankorbankekerasanseksualdalam hukumpositif

Setiap perbuatan tindak pidana pasti di dalamnya terdapat korban atas yang mana sebagai orang yang sangat dirugikan atasperbuatan pelanggaran tindak pidana. Korban menurut pasal 1 ayat (2)Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksidan Korban, yang berisi sebagai berikut:
“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatutindak pidana.”
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga, berisikan tentang:
“korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atauancaman kekerasan dalam lingku rumah tangga.”
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KomisiKebenaran dan Rekonsilasi, berisikan mengenai:
“korban adalah orang perseorangan atau kelompok orangyang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental maupunemosional, kerugian ekonomi atau mengalamipengabaian,penguranganatauperampasanhak–hakdasarnya,termasuk korbanadalah ahli warisnya.”
Korban dari suatu perbuatan pelanggaran tidak hanya selaluindividu atau orangperoranganbisajugaberupakelompokorang,masyarakatdanbadanhukum.
Terdapatbeberapajeniskorbanyangmanadijelaskanolehilmuviktimologiyaitu sebagai berikut:10

a. NonparticipatingVictims,yaitumerekayangtidakpeduliterhadapupayapenanggulangan kejahatan.
b. Latent Victims, yaitu merekayang mempunyai siifat karaktertertentu sehingga cenderung menjadi korban.
c. ProcativeVictims,yaitumerekayangmenimbulkanrangsanganterjadinya kejahatan.
d. ParticipatingVictims,yaitumerekayangdenganperilakunyamemudahkan dirinya menjadi korban.
e. FalseVictims,yaitumerekayangmenjadikorbankarenaperbuatanyangdibuatnya sendiri.
StephenSchafermengatakanpadaprinsipnyaterdapat4tipekorban,yaitu:11

a. Orangyangtidakmempunyaikekuatanapa–apa,tetapitetapsajamenjadi korban.
b. Korbansecarasadaratautidaksadartelahmelakukansesuatuyangmerangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
c. Merekayangsecarabiologis dansocialberpotensimenjadikorban.

d. Korbankarenaiasendirimerupakanpelaku.

e. Korbanataupihakyangmengalamikerugianmemilikihak–hakyangbisa didapatkan sebagai seorang korban.









10Dikdik.(2003).Viktimologi:TeoridanAplikasi.Jakarta:PenerbitSinarGrafika.Halaman45-46.
11Ibid,halaman14

Beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang mana meliputi:12
a. Hakuntukmemperolehgantirugiataspenderitaan yangdialaminya.Pemberian ganti rugi ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau Lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
b. Hakuntukmemperolehpembinaandan rehabilitasi.
c. Hakuntukmemperolehperlindungandariancamanpelaku.

d. Hakuntukmemperolehbantuanhukum.

e. Hakuntukkembalihak(harta)miliknya.

f. Hakuntukmemperolehaksesatas pelayananmedis.

g. Hakuntukdiberitahubilapelakukejahatanakandikeluarkandaritahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisis berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
i. Hakataskebebasanpribadi/kerahasiaanpribadi,sepertimerahasiakannomor telepon atau identitas korban.
Hak – hakkorbanyangterdapatdalamPasal5Undang –UndangNomor31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,menyatakan bahwa:
a. Memperolehperlindunganataskeamananpribadi,keluarga,danhartabendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

12ZainalAbidin.(2010).Hak-HakKorbanKejahatandalamPerspektifHukum.Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Halaman 78-81.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
c. Memberikaknketerangantanpatekanan.
d. Mendapatpenerjemah.

e. Bebasdaripertanyaanyang menjerat.

f. Mendapatkaninformasimengenaiperkembangan kasus.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
h. Mendapatidentitasbaru.

i. Mendapatkantempatkediamanabaru.

j. Memperolehpenggantibiayatranportasisesuaidengankebutuhan.

k. Mendapatnasihat.

l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Hak – hak korban telah tersedia dan juga sudah sangat memadai namun, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan. Oleh karena itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antaralain :13
a. Kewajiban untuk tidak melkukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.



13ZainalAbidin.(2010).HakdanKewajibanKorbanKejahatandalamHukumPidana.Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Halaman 95-97

c. Kewajibanuntukmemberikaninformasiyangmemadaimengenaiterjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
d. Kewajibanuntuktidakmengajukantuntutanyangterlaluberlebihankepada pihak lain.
e. Kewajibanuntukmenjadisaksiatassuatukejahatanyangmenimpadirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuktidak menjadi korban lagi.
3. KonsepPerlindunganAnakKorbanKekerasanSeksualDalamHukum Positif
Shanty Dellyana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakanhak anak dan kewajibannya.Arif Gosita berpendapat perlindungan anakadalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomenayang ada dan saling mempengaruhi.Perlindungan anak dapat dibedakanmenjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis,yang meliputi perlindungan dalam bidang hukumpublicdanbidanghukumkeperdataan.Dan perlindungananakyangbersifat nonyuridis,yangmeliputiperlindungan dalambidangsosial,bidang kesehatandan bidang Pendidikan.14




14Dellyana,Shanty.(2015).PerlindunganAnakdan Hak-HakAnak.Jakarta:PenerbitSinar Grafika. Halaman 30-32.

Hukumyangmengaturmengenaiperlindunganhak–hakanakterdapatdalam konvensiPBBtentanghak–hakanak(conventionontherightsofthechild)ditahun 1989 yang manabertepatan padaperingatan30 tahun deklarasihak – hak anak dan sudah diratifikasi oleh lebih dari191 negara. Termasuk Indonesia yang terdapat dalamkeputusanpresiddenNomor36Tahun1990danmakadariitukonvensiPBB ini sudah menjadi hukum dan mengikat seluruh warga Indonesia.15
Selanjutnya perlindungan hak anak di Indonesia terdapat dalam UU no.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang mana pada tahuntersebut penetapan sebagai tahun anak internasional.Indonesia mengeluarkan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia yang mana didalamnya terdapat pasal- pasal yang mengatur mengenai hak asasi anak. Tiga tahun kemudianpemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak (UUPA).UUPAinimenjadiUndang-Undangpayungdikarenakansecarabentuknya mengatur mengenai hak-hak anak tetapi dalam peraturan hukumnya justru tidak mencantumkanKonvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis.Tetapi substansiKHA dapat dijadikan materi Undang-Undang.16
Tahun 2014 telah terjadi perubahan dan penambahan terhadapUndang – UndangNomor23Tahun2002 tentangPerlindunganAnakmelaluiUndang-Undang Nomor35Tahun2014yangsudahberlakusejak pertamakalidiundangkanpada17 Oktober2014.Adanyapenambahanmengenaidefinisikekerasan,perlindunganhak




15Saraswati,I.Made. (2015).HukumPerlindunganAnak:KonvensiPBBdan Implementasinyadi Indonesia. Jakarta: Penerbit Pustaka Obor Indonesia. Halaman 45-47.
16Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor4Tahun1979*tentangKesejahteraanAnak.Jakarta: Sekretariat Negara. Halaman 10-12.

- hak anakuntuk tetap bertemu dan berhubunngan pribadi dengan kedua orangtuanya setelah terjadinya perceraian. Dan juga
Hukum diberlakukakan untuk manusia maka dari itu penegakanhukum itu sendiri harus bermanfaat bagi masyarakat.Penegakan hukumtersebut haruslah benar dan dapat ditegakkan dan juga diberlakukanuntuk siapa saja tidak ada yang terkecuali.Penegakan hukum dapatdipengaruhi dari beberapa faktor yaitu faktor darihukumnyasendiri,faktorpenegakhukumbaikyangmembentukataupunyang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumtersebut, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.17
Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harusdiperoleh anak, berhubungan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwasetiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum danpemerintahan, dan wajib menjunjunghukum dan pemerintahan itudengan tidak ada kecualinya. Indonesia memiliki banyak peraturan yangmana secara tegas memberikan upaya perlindungan anak.Dalamkonstitusi UUD 1945 disebutkan bahwasannya “fakir miskin dan anakterlantar dipelihara oleh negara”.Dan juga perlindungan hak anaksebagai bagian dari hak asasi manusia termasuk kedalam pasal 28B ayat(2) bahwa“setiapanakberhakataskelangsunganhidup,tumbuhdanberkembang,serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi”. Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 padapasal 1 ayat (2), menentukan bahwa:
“perlindungananakadalahsegalabentukkegiatanuntukmenjamindanmelindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi

17Marzuki,PeterMahmud.(2010).PenegakanHukum:TeoridanPraktik.Jakarta:Kencana. Halaman 60-65.

secarraoptimalsesuaidenganharkatdanmartabatkemanusiaandanjuga
mendapatperlindungandarikekerasandandiskriminasi.”

Selanjutnya pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur bahwa:
“perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjaminterpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembangdan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,berakhlak mulia dan sejahtera.”
Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang – Undang Nomor 23 Tahun2002 menentukan bahwa:
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban danbertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anakdalam situasi darurat, anak yangberhadapandengan hukum, anakdarikelompokminoritasdanterisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomidan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korbanpenyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan perdagangan, anakkorban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandangcacat dan anak korban pelakuan salah dan penelantaran.”
Perlindungan hukum yangdiberikanpada anak olehKitabUndang –Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
a. Menjaga kesopanan anak pada Pasal 283 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa pada Pasal 287 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

c. LaranganberbuatancabuldengananakhalinidiaturdalamPasal290,Pasal294, Pasal 295 dan Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
Perlindungananakberhubungandenganbeberapahalyangperlumendapat perhatian, yaitu:18
a. Luas lingkupperlindungan

· Perlindunganyangpokok meliputisandang,pangan,pemukiman, Pendidikan, kesehatan dan hukum.
· Meliputihal– halyangjasmaniah dan rohaniah.
· Mengenaipenggolongankeperluanyangprimerdansekunderyangberakibat pada prioritas pemenuhannya.
b. Jaminanpelaksanaanperlindungan

· Sewajarnyauntukmencapaihasilyangmaksimalperluadajaminanterhadap pelaksanaankegiatanperlindunganini,yangdapatdiketahui,disarankanoleh pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
· Dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang – Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebar luaskan merata dalam masyarakat.
Perlindungan terhadap anak dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung.Secaralangsungdenganmemberikanperlindunganlangsungkepadaanak yang akan ditangani dan dilakukandengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman, membina,mendidik, menjaga kesehatan sang anak, dan mendampingi anakkapanpundandengancaraapaun.Perlindunganyangdiberikansecara

18Mujahid,Abdul.(2013).PerlindunganAnakdalamHukumdan Praktik.Bandung:Penerbit Alumni. Halaman 50-55.

tidaklangsung yaitu perlindungan yang ditujukan kepada aanak tetapimemalui orang lain misalnya melalui orang tua dari anak yang terlibatdalam perlindungan anak.19
Dalam hukum pidana telah diatur sistem hukum yang mengaturmengenai perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang. Yangmana diatur dalam Undang-UndangNo.23Tahun2002joUndang-UndangNo.35Tahun2014tentang perlindungan saksi dan korban.Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 joUndang- Undang No. 31Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga Undang- UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Terdapatbeberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang biasadiberikan, yaitu :20
b. 	Pemberian restitusi dan kompensasi. Penjelasan mengenai restitusi dan kompensasi terdapat dalam pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000.21
· Ganti rugi yang bersifat keperdataan dengan proses perdata dan ini memisahkan ganti rugi korban dari proses pidana.
· Kompensasiyangbersifatkeperdataanyangdiberikanmelaluiprosespidana.
· Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana, walalupun ini bersifat keperdataan tetapi tidak diragukan sifat pidananya.




19Setiawan,Rizki.(2017).PeranKeluargadalamPerlindunganAnak.Yogyakarta:Penerbit Kanisius. Halaman 35-40.
20Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor23Tahun2002*tentangPerlindunganAnak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.halaman. 1-10
21MoertiHadiatiSoeroso.Pemberian Restitusidan Kompensasi.Jakarta:PenerbitXYZ,2010. halaman. 100-115.

· Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumberpenghasilan negara. Kompensasi disinitidak memilikiaspekpidanaapapunwalaupundiberikandalamprosespidana.Jadi kompensasi tetap merupakan Lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.
c. Konseling, perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban di akibatkan adanya dampak negatif pada psikis korban dalam suatu tidak pidana ini.
· Pelayanan bantuan medis yang mana diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat dari suatu tidak pidana.
· Bantuan hukum. Bantuan ini suatu pendampingan terhadap korban, bantuan hukum ini sangatlah penting baik diminta ataupun tidak oleh korban.
B. PerlindunganKhususAnakYangBerhadapandenganHukum(ABH)

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang.Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai insan yang perlu untukdiperhatikan dan mendapat segalakebutuhanyangsesuaidengankebutuhananakitusendiri.namundewasaini terjadi begitu banyak anak yang menjalani tindak kekerasan dalam kehidupannya dimulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu oleh keluarganya sendiri.22
22Teguh.AnakdanTindakKekerasandalamKeluarga.Jakarta:PenerbitABC,2018.halaman45-60

Namunpadaperlindungankhususbagianakyangberhadapandenganhukum maka penulis akan menjelaskan secara ringkas. Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang PerlindunganAnakperubahan atasUndang-UndangNomor23Tahun2002Tentang PerlindunganAnakmenyatakanbahwa“PerlindunganAnakadalahsegalakegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminiasi” mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kurang perhatian, dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak dapat membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari.Sebagai contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum terhadap korban tindak pidana, di dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai.Baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material.
1. PerlindunganAnaksebagaiPelakuTindak Pidana

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan.Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkansaatpengadilananakdigelarmasihbanyakatributpengadilanyangmelekat di ruangan seperti baju hakim, palu, fotopresiden, danwapres serta podiumsaksi. Masalahanakmerupakanarusbalikyangtidakdiperhitungkandariprosesdan

perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan yang cemerlang.23
Denganbegituperlindunganterhadappelakutindakpidanasangatlahpenting guna mendidik anak agar menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kejahatan pidana yang merugikan anak itu sendiri. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tahun 2014 meliputi :
a. Perlindungankhususbagianakyang berhadapandenganhukumatau anakyang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana meliputi ;
· Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,
· Penyedianpetugaspendampingkhusus bagianaksejakdini,
· Penyediaansaranadanprasaranakhusus,
· Penjatuhansanksiyangtepatuntukkepentinganyangterbaikbagianak,
· Pemantauandanpencatatanterus-menerusterhadapperkembangananak yang berhadapan dengan hukum,
· Pemberianjaminanuntukmempertahankanhubungandenganorangtuaatau keluarga,
· Perlindungandaripemberiidentitasmelaluimediamassadanuntukmenghindari labelisasi.
b. DidalamUndang-UndangNo11Tahun2012jugamengaturbahwaanakyang sedang menjalani masa pidana berhak;
· Mendapatkanpenguranganmasapidana,
· Memperolehasimilasi,


23Ibid,Halaman22.

· Memperolehcutimengunjungikeluarga,
· Memperolehkebebasanbersyarat,
· Memperolehcutimenjelangbebas,
· Memperolehcutibersyaratdan,
· Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagai Korban dan Anak Saksi Pelaku Tindak Pidana
Anak korban dan anak saksi diatur dalam Bab VII UU Sistem Peradilan PidanaAnak,danterdiidari3Pasal.Anakkorbandananaksaksiberhakatassemua perlindungandanhakyangdiaturdalamketentuanperaturanperundang-undangan, baik itu dalam Konveksi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Namun keberadaan khusus mengenai anak korban dan anak saksi menunjukkan perhatian khusus darilegislator dalam politik hukum yangkuat bagi mereka yang sering kali di abaikan, mengingat para pihak sering kali lebih fokus terhadappelaku.UntukituperlindunganSaksidanKorbandiaturpadaUndang-
UndangRepublik IndonesiaNomor13Tahun2006yangberbunyi:24

a. PerlindunganLPSKterhadapanakyangmenjadisaksidankorbantindakpidana diberikan setelah mendapatkan izin dari orang tua dan wali kecuali dalam hal :
· Orang tua atau wali anak yang bersangkutan diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.


24Ibid,Halaman22.

· Orangtuaatauwaliyangpatutdidugakerasmenghalangianakyang bersangkutan dalam memberi kesaksian.
· Orangtuaatauwaliyangtidakcakapmenjalankankewajibanorangtua/wali.
· Anakyangtidakmemilikiorangtuaatauwali.
b. Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan LPSK.
Beberapaperlindungankhususanakkorban/saksiyangdiaturdalamUndang- undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak sebagaimana meliputi :
a. Perlindungan khusus bagi anak yangmenjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). Dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pecegahan, perawatan, dan rehablitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
b. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya “penyebarluasan dan sosial sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”
c. Perlindungankhusus bagianakyangmenyandangcacatdilakukanupaya;

· Perlakuananaksecaramanusiawisesuaidenganmartabatdanhakanak.
· Pemenuhankebutuhan-kebutuhankhusus.Memperoleh perlakuanyangsama dengan anak lainnya untuk mencapai integerasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
· Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukanmelaluipengawasan,pencegahan,perawatan,danrehabilitasioleh pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin.hakekatpembangunanNasionaladalah pembangunanmanusiaIndonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidakakanmemantapkanpembangunannasional.Akibattidakadanyaperlindungan anak akan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial yang dapat menggangu penegak hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.25
C. Anak

AnakadalahamanahdankaruniaTuhanYangMahaEsa, yangdalamdirinya melekatharkatdanmartabatsebagaimanusiaseutuhnya.Oleh karenaitu,anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsadi dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diseluruh dunia.Di samping itu, patut diakui bahwa keluargamerupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak.Dan bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasihsayang danpengertian.Anak berhakmemperoleh pelayanan, perawatan,pendidikandanpelatihan,pembimbingandanpendampingan,sertahak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-UndangRepublikIndonesiNomor11Tahun2012TentangSistem







25AnzarG.PerlindunganAnakDalamPembangunan Nasional.Jakarta:PenerbitXYZ,2017. Halaman 85-100

Peradilan PidanaAnak, dalam Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur12(duabelas)tahun,tetapibelumberumur 18(delapan belas)tahun yang diduga melakukan tindak pidana.26
Menurut Mohammad Taufik Makarao, 2008 anakadalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.Walaupun begitu istilah inijuga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudahtermasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.27
Anak adalah kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita- cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakatdalamberbagaikedudukandanperanan,yangmenyadaribetul

26SyamsuYusuf.(2011).PerlindunganHukumterhadapAnakdalamSistemPeradilanPidana. Jakarta: Penerbit Hukum Sejahtera. Halaman 52.
27Makarao,MohammadTaufik.(2008).PsikologiAnak.Jakarta:PenerbitPsikologiSejahtera. Halaman 23-25.

pentingnya anak bagi nusa dan bangsadi kemudian hari.Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mentaldansosialnya,makatibasaatnyamenggantikan generasi terdahulu.28
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang PerlindunganAnak,“Anakadalahseseorangyangbelumberusia18(delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.29
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Dapat disimpulkan bahwa keturunan yang kedua yang berarti dariseorangpriadanwanitayangmelahirkanketurunannya,kemudianberkembang biakdidalamrahimwanitaberupasuatu kandungan dankemudianwanitatersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya, dan itulah yang disebut anak.30
Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus yang harus selalu kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Hak asasi anakmerupakanbagiandarihakasasimanusiayangtermuatdalamUndang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.31
MenurutUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor1Tahun2000Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimnation Of The Worst Forms Of Cild Labour (Konvensi ILO No.182MengenaiPelarangandanTindakanSegeraPenghapusanBentuk-Bentuk
28Gultom,Midin.(2008).PerlindunganAnak dan Peran Masyarakat.Jakarta:PenerbitPendidikan Anak. Halaman 30-32.
29Angrayni,Lysa.(2018).PerlindunganHukumTerhadapAnakMenurutUUNo.35
Tahun2014.Jakarta:PenerbitHukumSejahtera.Halaman 12
30DepartemenPendidikanNasional.(2008).KamusBesarBahasaIndonesia.Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 23
31Sholeh,AsrorunNi’am.(2016).HakAsasiAnak dalamKonteksHukumIndonesia. Jakarta: Penerbit Hukum dan Kemanusiaan. Halaman 78-79.

PekerjaanTerburukUntukAnak)terdapatdalamPasal2mengatakanbahwa,Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.32
1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasukanakyangmasihdalamkandungan4dalampasalsudahdijelaskanbahwa anak kurang dari 18 tahun dan masih berada di dalam kandungan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang.
2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak yang dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12(duabelas) tahun,tetapibelumberumur18(delapanbelas)tahun,danmembedakananakyang terlibat dalam suatu tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
a. Anakyangmenjadipelakutindak pidana
b. Anakyangmenjadikorbantindakpidana(AnakKorban).

c. Anakyang menjadisaksitindak pidana(AnakSaksi)

32Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000. Tentang Pengesahan ILO ConventionNo.182 ConcerningTheProhibitionAndImmediateAction ForTheElimination Of TheWorstForms OfChild Labour.Jakarta:SekretariatNegaraRepublik Indonesia.Halaman2.

3. AnakMenurutUndang-UndangNomor3Tahun1997Tentang Pengadilan Anak
Anak adalah orang yang dalam perkaraAnak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.Anak dibatasi dengan umur 8 (delapan tahun) sampai umur 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua bisa dikategorikan sebagai anak apabila anak tersebut belum pernah menikah.Belum pernah menikah disini adalah tidakterikatdalampernikahan ataupunpernah menikahlalubercerai.Apabilaanak sedangterikatpernikahanataupunpernahmenikahsebelumnyamakaanaktersebut dinyatakantelahdewasameskipunanaktersebutumurnyabelumgenap18(delapan belas) tahun.
4. AnakMenurutKitabUndang-UndangHukum Pidana

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam BAB III pasal 45, 46, dan 47 menjelaskan dan mengelompokkan kedalam pengertian sebagai berikut:
a. Bagi orang yang belum dewasa atau belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
b. Dengan putusan hakim terhadap mereka yang berada dalam usiabelum dewasa yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:
· Anakdikembalikan padaorangtuanya.
· Anakdijadikananaknegara.
· Anakdiadilisebagaimanamestinyasesuaidenganketentuantersebutpada waktu sebelumnya berusia 16 (enam belas) tahun.

5. AnakMenurutHukum Islam
DalampandanganHukumIslam,untukmembedakanantaraanakdandewasa tidak berdasarkan padakriteriausia. Bahkan, tidak dikenaladanyaperbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat.Dalam ketentuan Hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh.Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh pria dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.33
6. AnakMenurutUndang-UndangNomor39Tahun1999HakAsasiManusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun danbelummenikahtermasukanakyangmasihdamkandungan apabilahaltersebut adalah demi kepentingannya.
Dengan demikian pengertian anak pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yangbelum dewasa, danyang belum pernahkawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan umur kedewasaan seseorang berbeda beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakalah dilihat dan ditafisirkan, apakah ada sudut pandang kesejahteraan anak, atau dari sudut pandang lainnya.34




33Marsaid.(2014).*HukumKeluargadalamPerspektifHukumIslam.Jakarta:RajaGrafindo Persada. Halaman 112-113.
34Ibid,Halaman9.
